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Abstrak
Notaris sebagai pejabat negara dalam membuat berbagai perjanjian banyak digunakan oleh masyarakat karena akta yang dikeluarkan oleh notaris bersifat otentik dianggap lebih terjamin kekuatan hukumnya apabila dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Hal tersebut bertolak belakang apabila dilihat dari fakta terdapat beberapa akta notaris yang diajukan gugatannya ke pengadilan dimintakan pembatalan di muka pengadilan. Gugatan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan secara jujur kepada notaris Ketika membuat akta, atau pun kesalahan yang diakibatkan oleh notaris sendiri baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Artikel ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis yang bertujuan melihat kedudukan notaris pada persidangan yang berkaitan dengan sengketa perdata dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara dan kedudukan akta otentik yang dihasilkan oleh notaris yang bersangkutan. Di samping itu, artikel ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung jawab notaris/PPAT yang dianggap melakukan kesalahan dalam memberikan jasanya dan dianggap merugikan pihak ketiga. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketika timbul permasalahan atas terbitnya akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak serta merta dapat menarik notaris sebagai pihak yang memiliki kesalahan dan mengakibatkan persengketaan, akan tetapi harus dilihat sampai sejauh mana pelanggaran yang dilakukan notaris yang bersangkutan, ada atau tidaknya kesalahan yang melanggar kode etik dan/atau UUJN. Notaris dapat berkedudukan sebagai pihak tergugat dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dalam sengketa perdata apabila dirasa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sebagai turut tergugat, atau pun saksi. Tanggung jawab Notaris/PPAT dalam penyelesaian sengketa perdata tergantung dari kedudukannya dan bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif.
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Abstract
Notariu as state officials in making various agreements are widely used by the public because the deed issued by a notary is authentic and is considered more secure in its legal force when compared to a private deed. This is contradictory when viewed from the fact that there are several notary deeds whose lawsuits were submitted to the court for cancellation before the court. These lawsuits are generally caused by the mistakes of the parties who did not provide honest information to the notarius when making the deed, or errors caused by the notarius himself either due to negligence or intentional. This article uses a descriptive analytical writing method which aims to see the position of the notarius in court related to civil disputes in his capacity as a state official and the position of the authentic deed produced by the notarius concerned. In addition, this article also aims to see how the responsibilities of a notarius/PPAT who are considered to have made a mistake in providing their services and are considered to be detrimental to third parties. The results of the analysis show that when a problem arises over the issuance of an authentic deed made by a notarius, it does not necessarily withdraw the notarius as the party who has an error and results in a dispute, but it must be seen to what extent the violation committed by the notarius concerned, whether or not there is an error. violate the code of ethics and/or UUJN. A notarius can act as the defendant in the settlement of disputes in court in civil disputes if it is felt that he has committed an unlawful act that causes harm to other parties, as co-defendants, or witnesses. The responsibilities of a Notarius/PPAT in the settlement of civil disputes depend on their position and can be accounted for their actions either civilly, criminally, or administratively.
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1.1 PENDAHULUAN
Manusia sebagai subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  hukum  baik terhadap dirinya  sendiri  maupun  bagi  orang  lain  yang  didasarkan  kepada  nilai - nilai baik  bagi  dirinya  sendiri  maupun  bagi  orang  lain  yang  didasarkan  pada  nilai - nilai kebiasaan  dan  norma  yang  tumbuh  bersamaan  dengan  perkembangan  masyarakat. Setiap  individu  yang  sudah tergabung  dalam  kehidupan  bermasyarakat  tentu  tidak  akan  terlepas  dari  apa  yang  dinamakan  tanggung  jawab. Pada dasarnya  segala  sesuatu  yang dikerjakan  oleh  seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang tentunya   selain   tanggung   jawab   yang   seseorang   pegang,   individu   tersebut   juga memiliki  kewenangan,  terlebih  lagi  yang  berkaitan  dengan  etika  profesi  dari  seorang profesi hukum.
Dengan adanya suatu hal yang menyangkut perlindungan nasib seseorang, maka tanggung  jawab  yang  berat  diletakkan  di  atas  bahu  anggota  profesi  hukum  yang bersangkutan. Hal ini  tidak hanya menyangkut kepentingan   pribadi   tetapi   juga kepentingan  umum. Tanggung  jawab  yang  harus  dibebankan  kepada  seorang  profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu, terhadap tanggung jawab profesi hukum diperlukan suatu ruang lingkup yang jelas, agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan.
Kedudukan notaris yang merupakan suatu profesi sebagai pejabat umum pembuat akta  otentik  tidak  terlepas  dari  permasalahan  yang  berujung  pada  terjadinya  konflik. Konflik  akan  berkembang  menjadi  sengketa  apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.[footnoteRef:1] Konflik  maupun  sengketa  dapat  dihindari  apabila  dalam  suatu  perbuatan  hukum didasarkan  pada  kelengkapan  surat  atau  dokumen  yang  memiliki  kekuatan  hukum sebagai bukti. Bukti dapat dibuat dengan kesepakatan para pihak yang dibuat dengan dilengkapi tanda tangan tanpa legalitas pejabat yang berwenang (akta di bawah tangan) maupun berupa akta otentik. [1:  Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati dan B. Dini Heryanti, (2011).“Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan”, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol.13, No. 1, Juni hlm. 49.] 

Akta  otentik  merupakan  alat  bukti  yang  terkuat,  terpenuh  serta  mempunyai peranan  yang  penting  pada  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat sebagai kebutuhan pembuktian tertulis terhadap peristiwa hukum, baik dalam bidang ekonomi  maupun  sosial[footnoteRef:2].  Alat  bukti  otentik  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yaitu  sebagai  alat bukti  paling  akurat  dan  tinggi  nilainya  dalam  pembuktian,  dalam  hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.[footnoteRef:3] [2:  A Kohar, (1993). Notaris dalam Praktek Hukum, Bandung, Alumni, hlm64-66.]  [3:  Suyitno LS, (2007).Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Makalah disampaikan pada Kongres IV Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Up Grading Refreshing Course, Surabaya, 30-31 Agustus-1 September 2007), hlm. 1.] 

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.[footnoteRef:4] [4:  Haji Said Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta) (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 35.] 

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang tersebut.[footnoteRef:5] [5:  ibid] 

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa[footnoteRef:6]. [6:  ibid] 

Akta notaris  yang  memiliki  kekuatan  hukum  sempurna  untuk  membuktikan adanya  perbuatan  hukum,  dalam  praktik  sering  menjadi  sumber  konflik  bahkan sengketa.  Tidak  jarang  kita  temukan  misalnya  ada  2  (dua)  akta  berlainan  yang menerangkan satu perbuatan yang sama. Dalam konteks perdata yang berkaitan dengan hak dan kebendaan, keadaan tersebut sering kali berujung pada penyelesaian sengketa di pengadilan, karena keberadaan akta otentik tersebut dianggap merugikan hak salah satu pihak. 
Berbicara mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan, maka yang digunakan sebagai  sumber  Hukum  Acara  Perdata  adalah  ketentuan  HIR  yang  berlaku  untuk wilayah Jawa dan Madura dan RBg untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan berbagai ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.  
Sebagai hukum   formal   yang   digunakan   untuk   menyelesaikan   sengketa   di pengadilan, terdapat tahap - tahap yang digunakan dalam proses beracara  dan bersifat memaksa,  mulai  dari  mengajukan  gugatan,  proses  jawab - menjawab,  pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Pembuktian merupakan tahapan yang terpenting sebelum hakim  memberikan  putusan,  karena  masing-masing  pihak  wajib  membuktikan  dalil -dalil  yang  dikemukakannya  dalam  memori  yang  disampaikan  ke  persidangan,  yaitu memberi  keyakinan   kepada   hakim   tentang  kebenaran  dalil   atau   dalil - dalil   yang dikemukakan  dalam  suatu  persidangan[footnoteRef:7].  Salah  satu  tugas  hakim  ialah  menyelidiki apakah yang menjadi dasar perkara benar -benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus  terbukti  di  muka  hakim  dan  tugas  kedua  belah  pihak  yang  berperkara ialah memberi bahan - bahan bukti yang diperlukan oleh hakim[footnoteRef:8].  [7:  Subekti, (1991). Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.7]  [8:  Anita  Afriana,  et.all (2020). Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Dimensi  Penyelesaian  Sengketa,  Bandung: Global Sinergi, hlm.40.
] 

Alasan Akta Notaris tersebut batal demi hukum adalah akta tersebut termasuk ke dalam Perjanjian Nominee, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam akta tersebut terdapat klausa sebagai berikut:[footnoteRef:9] [9:  Putusan Pengadilan Negeri Gianjar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin] 

1. Pasal 1 berbunyi: “Bahwa pemilik yang sebenarnya dari tanah hak tersebut adalah Pihak Kedua sedangkan Pihak Pertama hanyalah dipakai/dipinjam namanya saja, secara sukarela dan cuma-cuma untuk kepentingan dan guna Pihak Kedua, dan dengan demikian maka segala risiko atas tanah hak tersebut ada pada Pihak Kedua sepenuhnya, demikian pula segala keuntungan menjadi haknya Pihak Kedua sepenuhnya, sedangkan Pihak Pertama sama sekali tidak dapat dibebani risiko sedikit pun serta tidak berhak atas keuntungan yang didapat.”
2. Pasal 2 berbunyi: “Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan hak-haknya Pihak Kedua, maka dengan akta saya, Notaris, tertanggal hari ini dibawah nomor 11 (sebelas), Pihak Pertama telah memberikan kuasa kepada Pihak Kedua secara penuh, luas serta mutlak yang tidak dapat dicabut/ditarik kembali serta tidak dapat gugur/berakhir karena apa pun juga, baik menurut perundang-undangan yang berlaku maupun menurut adat kebiasaan.
Oleh sebab dalam salah satu pertimbangan hukum majelis hakim menjelaskan bahwa: “bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan dalil pokok dari gugatan Para Penggugat bahwa perbuatan Para Penggugat sebagai Warga Negara Asing yang telah mengikatkan diri dengan Tergugat dalam perjanjian yang dibuat oleh Notaris dimana isi dari akta notariil tersebut bertentangan dengan syarat-syarat dari perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata sehingga perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya”.[footnoteRef:10] [10:  Ibid.] 


1.2 Kerangka Teori 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah majelis hakim bisa meminta keterangan terkait isi yang berkaitan dengan Akta yang dibuat Notaris dalam persidangan perkara perdata?
2. Bagaimana kedudukan Notaris berkaitan dengan Akta yang dibuatnya dalam persidangan perkara perdata?

1.3 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis melalui pendekatan hukum secara yuridis normatif yang mengacu pada asas-asas hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur-literatur lainnya.
Penggunaan pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam kedudukannya sebagai pihak dalam persidangan sengketa perdata terhadap produk akta yang dibuatnya. Penjabaran permasalahan tersebut dilakukan dengan menguraikan teori-teori yang relevan beserta peraturan perundang-undangannya dengan senantiasa mengedepankan data sekunder berupa teori, asas, dan kaidah hukum.

1.4. Hasil dan Pembahasan
a. Kedudukan Notaris Dalam Pemeriksaan Sengketa Perkara Perdata
Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang- undang”
Adapun syarat-syarat pembuatan suatu akta adalah selain tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetap harus dihubungkan dengan Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:
1. Akta harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan).
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh/ di hadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.
Notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lainnya. Para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada UUJN, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi kewenangan dan kewajibannya, serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris wajib mengetahui batasan yang dimilikinya, begitu pula kewajiban serta larangan yang tidak boleh dilakukan.
Substansi akta notaris merupakan formulasi atas keterangan pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan notaris. Notaris tidak dapat memaksakan keinginannya atau pendapatnya agar diikuti oleh para penghadap kemudian dituangkan ke dalam akta. Tugas notaris sebelum penandatanganan suatu akta, terlebih dahulu harus mempertimbangkan diri pribadi para penghadap, khususnya yang berkaitan dengan kecakapan bertindak para penghadap, yang merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Hal ini dikarenakan orang yang membuat perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya, oleh karenanya segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya akibat perbuatan yang dilakukannya. Dalam pembuatan akta, notaris juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi para penghadap dalam pengertian yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN yang menegaskan bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkannya kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal.
Dalam menjalankan tugasnya, notaris berkewajiban untuk menjelaskan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dipahami dan dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga isi dari akta itu jelas bagi para pihak. Tindakan ini wajib dilakukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat semua jenis akta. Oleh karenanya para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak terhadap isi akta yang akan ditandatanganinya. Penandatanganan akta menunjukkan bahwa akta tersebut mengikat atau tidaknya.
Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah berbagai akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan akta autentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap.
Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdata yaitu akta notaris adalah akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karena  produk yang dihasilkan oleh notaris adalah akta maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah :
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Berdasarkan pada alat-alat bukti dalam hukum acara pidana tersebut, maka membuktikan suatu peristiwa dalam perkara pidana menurut Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pasal 108 KUHPerdata tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:
1. Perbuatan handeling/ perbuatan hukum (rechtshandeling) itulah pengertian yang luas; dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.
Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris, dikatakan bahwa notaris memiliki kewajiban, yaitu salah satunya menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta. Kode etik menjadi pedoman perilaku notaris apakah layak/tidak layak, patut atau tidak perbuatan dilakukan. Kode etik merupakan code of conduct yang tidak memberi sanksi secara hukum tetapi sanksi secara moral.
Akta autentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya maka hakim harus mempercayai isi akta tersebut adalah benar namun apabila ternyata terdapat bukti lawan maka hakim hanya pada kewenangan memutus perbuatan pidananya saja namun yang berhak membatalkan akta tersebut adalah merupakan kewenangan dari peradilan perkara perdata. Akta autentik yang proses dan tata cara pembuatan akta autentik tersebut telah memiliki aturan baku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga apabila dalam pembuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku maka notaris tidak melawan hukum.
Notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam pemeriksaan yaitu menjadi saksi hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, “ada 3 (tiga) kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu:16
1. Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan,
2. Kewajiban untuk bersumpah, dan
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.”
Terkait kedudukan seorang notaris dalam penyelesaian sengketa perdata, dapat dilihat dari konteksnya apakah notaris tersebut memang melakukan kesalahan sehingga dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini notaris haruslah dijadikan sebagai Tergugat karena telah melakukan kesalahan diluar kode etiknya dan hal tersebut merugikan orang lain. Diluar itu, notaris dapat pula berkedudukan sebagai Turut Tergugat atau saksi di persidangan.
Berbeda dengan saksi, dalam suasana Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan. Saksi ini untuk datang ke persidangan, saksi tersebut disumpah terlebih dahulu, dan memberikan kesaksian di bawah sumpah. Kedua adalah saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang dilihat, didengar atau rasakan sendiri. Seorang saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberikan keterangan yang benar. Namun sesungguhnya, pihak yang mempermasalahkan kebenaran materiil dari akta notaris tidak dapat menggugat karena akta notaris hanya memuat kebenaran formil.










1.5 Simpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan adalah bahwa dalam perkara perdata kekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena hakim terikat oleh akta tersebut. Notaris sebagai pejabat negara memiliki kewenangan membuat akta otentik berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan keinginan para pihak. Oleh karena sesungguhnya apa yang dituangkan oleh notaris dalam akta berdasarkan keinginan para pihak sebagai penghadap. Dalam hal timbul permasalahan dikemudian hari atas terbitnya akta otentik yang dibuat oleh notaris, tidak serta merta notaris dapat ditarik sebagai pihak yang bersalah yang mengakibatkan persengketaan tetapi harus dilihat sejauh mana pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris, apakah ada kesalahan/tidak, pelanggaran terhadap kode etik dan atau UUJN. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dalam sengketa perdata, notaris dapat saja berkedudukan sebagai pihak antara lain Tergugat jika dirasa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak lain, sebagai Turut Tergugat, atau saksi.




